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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap
Implementasi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Studi Kasus
Illegal Fishing di Sekaran Lamongan) adalah hasil penelitian lapangan untuk
menjawab suatu permasalahan yaitu 1) bagaimana implementasi pasal 84
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004 Terhadap lllegal Fishing di Sekaran Lamongan, 2)
bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap implementasi pasal 84
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004 Terhadap /llegal Fishing di Sekaran Lamongan.

Data ini berasal dari wawancara, bahan pustaka, Undang-Undang dan
jurnal-jurnal hukum yang diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif
deskriptif dan pola fikir deduktif. Metode penclitian yang digunakan adalah
metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian secara langsung di lapangan
(field research).

Implementasi pasal 84 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 di Sekaran Lamongan
kurang maksimal karena berbagai faktor, salah satunya adalah kurangnya
pengetahuan masyarakat, keadaan eckonomi dan pendidikan. Tindakan
penyetruman merupakan pelanggaran pada pasal 84 tetapi tidak ada tindakan
hukum dari pemerintahan setempat, sedangkan dalam hukum pidana Islam
tindakan ini dapat dikenai hukuman ¢a’zir seperti dijilid, dibunuh dan
diasingkan. Hukuman akan ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan jenis
dan tindakan kejahatan yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang yang
berlaku.

Menurut penulis untuk memaksimalkan penerapan suatu peraturan pihak

desa harus lebih bertindak tegas terhadap masyarakat sekitar dan memberikan
wawasan agar mercka mengetahui apa yang boleh dilakukan dan yang tidak
boleh. Bagi penulis selanjutnya diharapkan lebih mendalami dan melakukan
wawancara kepada pihak yang lebih kompeten.

Vi
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sering disebut Negara Bahari, hal ini dikarenakan sebagian
besar wilayahnya terdiri dari laut. Dalam catatan WALHI' Indonesia
merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki garis pantai
sepanjang 95.181 km dan 17.480 pulau. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut
(UNCLOS)? 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan
seluas 3,2 juta km? yang terdiri atas perairan kepulauan seluas 2,9 juta km?
dan laut teritorial seluas 0,3 km?23

Posisi Indonesia merupakan posisi yang strategis karena berada di
antara dua samudera yang menyebabkan daerah lautan atau perairan di
Indonesia memiliki aneka sumber daya yang melimpah. Bentangan garis
pantai sepanjang 95.181 km tersebut juga, menjadikan laut dan wilayah
pesisir Indonesia memiliki kekayaan dan sumber daya alam hayati laut yang
melimpah dan sangat bervariasi, misalnya, ikan, terumbu karang, hutan
mangrove, serta sumber daya yang tidak dapat diperbarui, misalnya minyak
bumi dan bahan tambang lainnya. 4 wilayah tersebut memiliki wilayah laut

yang luas dengan perkiraan potensi perikanan sebesar 6,10 juta ton pertahun.

"' WALHI adalah Kepanjangan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.

2 UNCLOS adalah kepanjangan dari United Nations Convention on the Law of the Sea, disebut
juga Konvensi Hukum Laut Internasional atau Hukum Perjanjian Laut.

3 Nunung Mahmudah, /llegal Fishing (Pertanggung jawaban Pidana Korporasi di Wilayah
Perairan Indonesia), (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 1.

4 Supriadi, Alimuddin, Hukum Perikanan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 1-2.



Pemanfaatan potensi ini diduga telah mencapai 3,91 juta ton, atau 64.00%
MSY.>

Keberadaan sumber daya ikan yang terkandung di dalam perairan
Indonesia terbilang sangat banyak, dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk
kemaslahatan bangsa dan negara, khususnya masyarakat secara keseluruhan.
Pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan
keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatan dengan mengutamakan
perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan,
pembudidaya ikan, dan atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan
perikanan, serta terbinanya sumber daya ikan dan lingkungannya.®

Permintaan ikan yang meningkat tentunya memiliki makna positif bagi
pengembangan perikanan, terlebih bagi negara kepulauan seperti Indonesia
yang memiliki potensi perairan yang cukup luas dan potensial untuk
pengembangan perikanan baik penangkapan maupun akuakultur.” Tuntutan
pemenuhan kebutuhan akan diikuti tekanan® eksploitasi sumber daya alam
yang dilakukan secara berlebihan atau kurang bijaksana akan menimbulkan
berbagai masalah lingkungan hidup. Seharusnya, pemanfaatan sumber daya
alam dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan asas-asas
pelestarian lingkungan hidup. Tak terkecuali pemanfaatan sumber daya alam

perairan dan terumbu karang. Terumbu karang merupakan kekayaan laut

> Sahri Muhammad, Kebijakan Pembangunan Perikanan dan Kelautan: Pendekatan Sistem,
(Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011), 4.

6 Tbid., 21-22.

7 Akuakultur adalah upaya-upaya manusia meningkatkan produktifitas perairan melalui kegiatan
budidaya.

8 Johanes Widodo dan Suadi, Pengelolaan Sumber daya Perikanan Laut, (Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press cet.2, 2008), 1-2.



yang sangat tinggi nilainya dan berfungsi sebagai habitat berbagai jenis ikan
hias dan biota lainnya. Masyarakat sering melakukan pembongkaran dan
pengeboman yang menyebabkan rusaknya terumbu karang. Sumber daya
alam lainnya yang perlu mendapatkan perhatian adalah ikan. Untuk menjaga
kelestariannya, seharusnya ada batas ukuran minimal yang boleh ditangkap
nelayan atau pencari ikan. Seharusnya nelayan atau orang pencari ikan
tidak melakukan pengeboman, peracunan atau penubaan®, dan penggunaan
aliran listrik (penyetruman) untuk menangkap ikan.'”

Manusia merupakan komponen biotik lingkungan yang memiliki
kemampuan berfikir dan penalaran yang tinggi. Disamping itu manusia
memiliki budaya, pranata sosial dan pengetahuan serta teknologi yang makin
berkembang. Peranan manusia dalam lingkungan ada yang bersifat negatif
adalah peranan yang merugikan lingkungan. Kerugian ini secara langsung
atau pun tidak langsung timbul akibat kegiatan manusia dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya, peranan manusia yang bersifat positif adalah peranan
yang berakibat menguntungkan lingkungan karena dapat menjaga dan
melestarikan daya dukung lingkungan.!!

Dalam al-Qur’an Allah telah menegaskan akan larangan melakukan
perusakan di muka bumi dengan akibat buruk yang akan ditimbulkan.

Terdapat pada Surat Al-A’raf (07) ayat 56 yang berarti “Dan janganlah

® Penubaan adalah kegiatan mencari ikan dengan membunuh ikan menggunakan racun alami
maupun buatan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan.

10 Ulfah Utami, Konservasi Sumber Daya Alam (Prespektif Islam dan Sains), (Malang: UIN-
Malang Press, 2014 ), 53-58.

" Pudji Rahmawati, Studi Lingkungan, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 24.



kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya
dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan
harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada
orang-orang yang berbuat baik”, dan surat Ar-Ruum (30) ayat 41 yang
artinya “ Telah nampak kerusakan di darat dan laut disebabkan karena
perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari
(akibat) perbuatan mereka kembali (ke jalan yang benar).

Peraturan tentang tindak pidana perikanan telah ditentukan dalam
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang perikanan yang diganti
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, pada pasal 84
dijelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan
atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis,
bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan
dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau
lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia, yang
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan perlindungan
terhadap laut. Dengan adanya Undang-Undang tersebut diharapkan sumber
daya ikan tetap terjaga dan terlindungi dengan baik, sehingga dapat dikelola
dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. !> Dalam PERMEN Nomor 71
Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat

Penangkapan lkan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik

12 Rodliyah dan Salim, Hukum Pidana Khusus, (Depok: Rajawali Press, 2017), 175.



Indonesia pada pasal 21 ayat 1 menyebutkan bahwa alat penangkapan ikan
yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan merupakan
alat penangkapan Ikan yang dioperasikan mengancam kepunahan biota,
mengakibatkan kehancuran habitat dan membahayakan keselamatan
pengguna.'> Dengan adanya Undang-Undang dan PERMEN-KP tersebut
diharapkan sumber daya ikan tetap terjaga dan terlindungi dengan baik,
sehingga dapat dikelola dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. '#

Namun dengan adanya Undang-Undang dan PERMEN tersebut tidak
dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap perikanan, karena
praktik yang berada di lapangan masih banyak yang melakukan pelanggaran
seperti illegal fishing (pencurian ikan), penangkapan ikan dengan
menggunakan bahan peledak dan beracun, penggunaan alat penangkapan
yang dilarang. Salah satu pelanggaran terhadap pengelolaan ikan adalah
dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai yaitu dengan
menggunakan aliran listrik untuk penangkapan ikan. Pelanggaran yang
terjadi pada sektor perikanan tidak terjadi di wilayah lautan saja akan tetapi
pelanggaaran juga terjadi pada perairan umum yaitu sungai, danau dan rawa.

Alat pengangkapan ikan menggunakan aliran listrik ini tidak efisien.
Karena penggunaan aliran listrik banyak menimbulkan kerugian baik pada
pengguna maupun pada ikan. Ketika seseorang menggunakan aliran listrik

dapat berakibat negatif terhadap telur ikan dari ikan-ikan muda yang

13 PERMEN-KP Nomor 71 tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat
Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, pasal 21 ayat 1.
14 Rodliyah dan Salim, Hukum Pidana Khusus, (Depok: Rajawali Press, 2017), 175.



mengalami kematian dan kerusakan'> serta dapat membahayakan pengguna
jika terkena aliran listrik. Permasalahan ini masih banyak terjadi di
masyarakat khususnya di daerah Lamongan yang sebagian besar masyarakat
menangkap ikan dengan menggunakan cara seperti itu tanpa ada
kekhawatiran akan merusak sungai itu sendiri dan keselamatan untuk
pengguna.

Dalam hukum pidana Islam seseorang yang melakukan pelanggaran
akan dikenai fa’zir. Ta’zir adalah sanksi hukuman yang tidak disebutkan dan
ditetapkan dalam al-Qur’an dan Hadist pada setiap kejahatan atau
pelanggaran yang melanggar hak Allah atau hak individu dan masyarakat.
ta’zir merupakan salah satu jenis hukuman yang paling fleksibel, karena
mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan perubahan kondisi sosial,
sehingga mampu mewujudkan kemaslahatan umum secara maksimal. 7a’zir
adalah hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib
dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang bukan termasuk hudud
dan kafarat.'®

Melihat banyaknya permasalahan yang sering terjadi dalam tindak
pidana perikanan dengan menggunakan alat yang tidak sesuai, maka penulis
tertarik untuk mengkaji Undang-Undang dengan skripsi yang berjudul
“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Implementasi Pasal 84 Undang-

Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

15 Sudirman dan Achmad Mallawa, Teknik Penangkapan Ikan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004),
140.

16 Moh. Makmun, HUKUM PIDANA ISLAM teori dan implementasi, (Yogyakarta: CV. Pustaka
Ilmu, 2018), 45-46.



Tahun 2004 Tentang Perikanan (Studi Kasus /llegal Fishing Di Sekaran

Lamongan)”.

. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan penguraian latar belakang penulisan di atas, penulis
memberikan pemaparan dan pemahaman tentang ruang lingkup dan
identifikasi masalah dalam penelitian ini, meliputi :

1. Implementasi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang
Perikanan.

2. lllegal Fishing di Sekaran Lamongan menyebabkan matinya ikan-ikan
kecil disekitarnya.

3. Analisis hukum pidana Islam terhadap implementasi Pasal 84 Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

4. Pelanggaran [llegal Fishing di Sekaran Lamongan tidak ada tindakan
dari pemerintah setempat.

Dari beberapa permasalahan yang ada, maka penulis memberikan
batasan permasalahan agar lebih terarah dan jelas yaitu :

1. Implementasi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang

Perikanan.



2. Analisis hukum pidana Islam terhadap implementasi Pasal 84 Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka
penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut ;

1. Bagaimana implementasi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 45 Tahun
2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Terhadap
Illegal Fishing di Sekaran Lamongan?

2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap implementasi Pasal 84
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 2004 Terhadap //legal Fishing di Sekaran Lamongan?

D. Tujuan Penelitian
Pada dasarnya tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban
rumusan masalah, yaitu;

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
Terhadap /llegal Fishing di Sekaran Lamongan.

2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap implementasi
Pasal 84 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Terhadap [/llegal Fishing di

Sekaran Lamongan.



E. Kajian Pustaka
Berdasarkan pengkajian yang dilakukan penulis, belum ada skripsi
yang membahas secara terperinci terkait penerapan Undang-Undang Nomor

45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004

tentang Perikanan Maka peneliti mencoba mencari karya ilmiah yang

berkaitan dengan tema yang akan diteliti, yaitu :

1. Skripsi karya Firhat Syauqi Aulia Ula pada tahun 2016 yang berjudul “
Penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor
2/PERMEN-KP/2015 Tentang Larangan Penggunana Alat Penangkapan
Ikaan Pukat Hela (7rawl/) dan Pukat Tarik (Seine nets) Di Kabupaten
Lamongan”, membahas tentang penerapan PERMEN-KP tentang
larangan penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dan mengalami pro-
kontra dari masyarakat khususnya di Kabupaten Lamongan.!” Persamaan
dengan skripsi penyusun adalah sama-sama membahas tentang
penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dalam bidang perikanan.
Perbedaannya adalah skripsi ini lebih fokus membahas tentang alat
penangkapan ikan dengan menggunakan Pukat Hela (7rwals) dan Pukat
Tarik (Seine Nets), sedangkan peneliti lebih fokus membahas tentang
alat penangkapan ikan dengan menggunakan media aliran listrik

(penyetruman).

17 Firhat Syauqi Aulia Ula, “Penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Rl Nomor
2/PERMEN-KP/2015 Tentang Larangan Penggunana Alat Penangkapan lkaan Pukat Hela (Trawl)
dan Pukat Tarik (Seine nets) Di Kabupaten Lamongan”, (Skripsi-- UIN Sunan Kalijaga,
Yogyakarta, 2016).
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2. Skripsi karya Adzah Rawaeni pada tahun 2017 yang berjudul
“Implementasi Larangan Penggunaan Alat Tangkap Catrang Pada Jalur
Penangkapan Ikan”, membahas tentang penerapan PERMEN-KP Nomor
71 tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan lkan dan Penempatan Alat
Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik
Indonesia. Persamaan dengan skripsi penyusun adalah sama-sama
menmbahas tentang perikanan dan larangan penggunaan alat tangkap
yang tidak sesuai.!® Perbedaannya adalah skripsi ini lebih fokus
membahas tentang larangan penggunaan alat yang tidak sesuai yaitu
catrang pada jalur penangkapan ikan, sedangkan skripsi yang penulis
tulis lebih fokus membahas tentang alat penangkapan ikan yang tidak
sesuai yaitu dengan menggunakan aliran listrik pada perairan umum.

3. Skripsi karya Annisa Dian Humaera pada tahun 2018 yang berjudul “
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan
Peledak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 55/Pid.SUS-
LH/2016)”, membahas tentang sanksi dan penanggulangan penangkapan
ikan menggunakan bahan peledak dalam pandangan hukum positif dan
hukum Islam.!” Persamaan dengan skripsi penulis adalah sama-sama
membahas tentang alat atau bahan penangkapan ikan yang dilarang

menurut hukum positif dan hukum Islam. Perbedaannya adalah skripsi ini

18 Adzah Rwaeni, “ Implementasi Larangan Penggunaan Alat Tangkap Catrang Pada Jalur
Penangkapan Ikan”, (Skripsi--Universitas Hasanuddin, Makasar, 2017).

19 Annisa Dian Humaera, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pengangkapan Ikan Menggunakan
Bahan Peledak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 55/Pid.SUS-LH/2016), (Skripsi--
UIN Alauddin, Makasar, 2018).
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lebih fokus membahas tentang alat penangkapan ikan dengan
menggunanakan bahan peledak, sedangkan skripsi yang penulis tulis
lebih memfokuskan alat penangkapan ikan yang dilarang mengguanakan
aliran listrik (penyetruman).

4. Skripsi karya Sulwafiani pada tahun 2017 yang berjudul “ Tinjauan
Yuridis Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perikanan (Studi Kasus
Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2016/PN.Wtp)”, membahas tentang
penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan hukum oleh majlis
hakim terhadap tindak pidana perikanan.?® Persamaan dengan skripsi
penulis adalah sama-sama membahas tentang tindak pidana perikanan.
Perbedaannya adalah skripsi ini lebih fokus dalam pembahasan tentang
tindak pidana perikanan secara umum sedangkan skripsi yang penulis
tulis adalah lebih fokus dalam pembahasan tentang alat atau cara yang
tidak sesuai.

5. Skripsi karya Zam Zam Auliyah Akhmad pada tahun 2016 yang berjudul
“ Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus
Penggunaan Bahan Peledak Dalam Menangkap Ikan (Studi Putusan
Pengadilan Tinggi Palu Nomor 72/Pid.Sus/2015/PT PAL), membahas
tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman

menurut prespektif hukum pidana Islam.?!

20 Sulwafiani, “ Tinjauan Yuridis TerhadapTindak Pidana di Bidang Perikanan (Studi Kasus
Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2016/PN.Wtp)”, (Skripsi--Universitas Hasanuddin, Makasar, 2017).
21 Zam Zam Auliyah Akhmad, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Putusan Hakim
Dalam Kasus Penggunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan (Studi Putusan Pengadilan
Tinggi Nomor 72/Pid.Sus/2015/PT PAL), (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).
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F. Kegunaan Hasil Penelitian
Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai oleh penulis, maka penulis
berharap penelitian ini bermanfaat untuk :
1. Aspek Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran dalam
memahami permasalahan hukum dan memahami penerapan Pasal 84
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

2. Aspek Praktis

Dalam aspek praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi
penulis untuk penambahan wawasan dan bermanfaat bagi para pembaca,
khususnya bagi yang berwenang dalam menerapkan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 2004 Tentang Perikanan.

G. Definisi Operasional
Dari judul skripsi penulis, ada beberapa istilah yang harus didefinisikan
adalah sebagai berikut:
1. Hukum Pidana Islam
Hukum pidana Islam terdiri dari beberapa hukuman salah satunya
adalah 7a’zir. Ta’zir merupakan hukuman yang tidak ditentukan dalam

al-Qur’an dan hadis tetapi hukuman diberikan oleh seorang khalifah.
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2. lllegal Fishing
lllegal fishing adalah penangkapan ikan yang dilakukan dengan
melanggar peraturan yang telah ditetapkan di suatu perairan tertentu.
Salah satu yang melanggar adalah menggunakan alat yang tidak boleh

digunakan yaitu alat yang menggunakan aliran listrik.

H. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang
valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu
pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk
memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.?
Adapun hal-hal yang perlu dijelaskan dalam penelitian tersebut
diantaranya, sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris,
melakukan penelitian langsung di lapangan (field research). Penelitian
hukum empiris bisa disebut secara teknik sebagai penelitian socio legal
research atau legal study.*®> Dalam penelitian ini penulis menggunakan
metode penelitian lapangan bertujuan untuk memperoleh data secara

langsung dari masyarakat.

2 Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatit dan Empiris, (Depok:
Prenadamedia Group, 2016 ), 3.
2 Nurul Qamar, dkk, Metode Penelitian hukum (Legal Research Methods), (Makasar: CV. Social
Politic Genius (SIGn), 2017), 8.
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2. Data yang Dikumpulkan
Sesuai dengan penelitian yang diambil oleh penulis membahas
tentang Tijauan Hukum Pidana Islam terhadap implementasi pasal 84
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, maka data yang
diperlukan adalah :
a. Data Primer
1) Data tentang daerah Sekaran Lamongan.
2) Data pelaksanaan praktik pengambilan ikan menggunakan
aliran listrik.
b. Data Sekunder
Data yang diperlukan dalam penelitian yaitu buku-buku
refrensi, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum.
3. Sumber Data
Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi
sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan
bahan-bahan hukum sekunder.?*
a. Data Primer
Data primer adalah data yang paling utama dan data yang
secara langsung dari subjek penelitian. Dalam penelitian ini subjek

terfokus pada kepala desa dan pelaku kejahatan.

24 Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, Mefode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Depok:
Prenadamedia, 2016 ), 181.
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b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung

data primer. Dalam data sekunder terdapat 2 bahan dalam penelitian

hukum yaitu

1)

2)

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat
autoritif artinya yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum
primer terdiri dari Undang-Undang, catatan-catatan resmi atau
risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-
putusan pengadilan. >’Dalam penelitian ini yang menjadi bahan
primer adalah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
Tentang Perikanan.

Bahan Hukum Sekunder merupakan semua publikasi tentang
hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi,

seperti buku-buku teks dan jurnal-jurnal hukum.?®

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh

keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan

ini bermacam-macam, antara lain untuk diagnosa dan treatment

seperti yang biasa dilakukan oleh psikoanalisa dan dokter, atau

keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan

2 Tbid., 181.
2 Tbid., 181.
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dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain. Namun dalam hal ini
yang dibahas adalah penelitian yang bersifat ilmiah, yang bertujuan
untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta
pendapat-pendapat mereka.?’
Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah
pengambilan sumber data-data yang sudah dapat terkumpul.?® Pada
penelitian ini melakukan pengumpulan data untuk bahan analisis
melalui dokumen pribadi subjek penelitian atau dari cerita orang

lain.

5. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan penulis untuk menganalisis data adalah

analisis kualitatif deskriptif, langkah ini peneliti harus mendeskripsikan
suatu objek atau fenomena dalam bentuk data atau gambar. Dalam
penulisan teknik analisis data menggunakan kualitatif deskriptif berisi
kutipan data (fakta) yang diungkap di lapangan untuk memberikan
dukungan terhadap apa yang tersaji dalam penelitian®® dengan

menggunakan pola fikir deduktif.

27 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. RIJEKA CIPTA, 2004 ), 95.
28 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), 118.
2 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Mefodologi Penelitian Kualitatif, (Jawa Barat: CV Jejak,

2018), 11.
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Sistematika Pembahasan
Agar penulisan skripsi ini lebih terarah dan lebih jelas, maka penulis

membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama yaitu pendahuluan, berisikan latar belakang masalah,
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian
pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian
dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu merupakan landasan teori dan yang berkaitan dengan
judul penelitian yaitu illegal fishing dalam perspektif hukum positif dan
hukum pidana Islam meliputi, konsep 7llegal fishing dalam hukum positif
dan hukum pidana Islam dan hukuman illegal fishing dalam hukum positif
dan hukum pidana Islam.

Bab ketiga yaitu berisi tentang profil desa deskripsi kasus penangkapan
ikan di sungai menggunakan aliran listrik (setrum) di Sekaran Lamongan.
Pada bab ini berisi tentang letak wilayah penelitian, keadaan ekonomi dan
dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut.

Bab keempat yaitu analisis hukum pidana Islam terhadap implementasi
pasal 84 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan penerapanya.

Bab kelima yaitu penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban

permasalahan dan saran atau rekomendasi untuk menyelesaikan masalah.



BABII

ILLEGAL FISHING DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN

HUKUM PIDANA ISLAM

A. Konsep Illegal Fishing Dalam Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam

1.

Konsep /llegal Fishing Dalam Hukum Positif

Masalah lingkungan semakin banyak terjadi tidak hanya di satu dua
negara tetapi hampir seluruh dunia. Salah satu kegiatan yang dilarang dan
dapat merusak lingkungan adalah tindakan illegal fishing. Munculnya
kerusakan lingkungan tidak lain di sebabkan oleh keserakahan manusia
dalam memanfaatkan lingkungan yang ada. Dengan mengeksploitasi secara
berlebihan dapat membuat kerusakan dan tidak dapat dimanfaatkan secara

terus menerus.>?

Dengan rusaknya lingkungan maka akan menyebabkan
berkurangnya manfaat dan memungkinkan mengalami kepunahan. Ada dua
faktor yang menyebabkan lingkungan mengalami kerusakan yaitu faktor
internal dan faktor eksternal.®!
Larangan berbuat kerusakan tidak hanya dijelaskan dalam Islam
menurut al-Qur’an akan tetapi juga di atur dalam hukum positif. Dalam

Undang-Undang tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup

telah dijelaskan akan larangan berbuat kerusakan dan pencemaran,

30 Ruslan Renggong, Hukum Pidana Lingkungan, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 4-5.
31 Muhammad Erwin, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Hidup
Di Indonesia, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), 38.

18
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namun dalam undang-undang ini tidak dijelaskan secara spesifik tentang
tindak pidana lingkungan secara keseluruhan.3?

Dengan adanya larangan dan ketentuan pidana bagi pelaku
pengerusakan lingkungan bertujuan untuk meminimalisir tindakan
melanggar yang membuat masyarakat khawatir. Penerapan ketentuan
pidana yang sesuai akan berdampak baik untuk lingkungan®3, namun
pada penerapannya masih banyak pelanggaran yang dilakukan manusia.

Kesadaran masyarakat sangat di butuhkan untuk menjaga
kelestarian lingkungan sekitar karena untuk menciptakan keseimbangan
lingkungan berkaitan dengan kegiatan manusia. Ketika manusia
menyadari itu maka tidak akan ada kerusakan yang akan ditimbulkan
oleh kegiatan manusia, namun jika manusia tidak menyadari maka akan
terjadi kerusakan yang sebenarnya.?*

Perusakan lingkungan merupakan tindakan yang dilakukan dapat
menyebabkan perubahan secara langsung ataupun tidak yang
mengakibatkan tidak berfungsi lagi dalam memenuhi kebutuhan makluk
lain. Kerusakan yang dilakukan manusia berakibat pada tidak ada
keseimbangan lagi dan pemanfaatan tidak dapat dilakukan secara terus

mencrus.

32 Ruslan Renggong, Hukum Pidana Lingkungan, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 159.

33 Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Asas Subsidaritas dan Asas
Precautionary Hukum Pidana Lingkungan, (Bandung: CV. Mandiri Maju, 2007), 132-133.

34 P. Joko Subagyo, Hukum Lingkungan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), 16.
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Beberapa faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan antara
lain3>:

a) Pertumbuhan populasi manusia

Pertumbuhan populasi manusia yang meningkat dapat
menyebabkan berbagai masalah kerusakan lingkungan. Masalah
penduduk erat kaitannya dengan eckonomi masyarakat. Ketika
perkembangan penduduk semakin meningkat dan tidak merata
menyebabkan kerusakan lingkungan. Karena semakin bertambahnya
kebutuhan sumber daya yang meningkat serta membutuhkan lahan
yang lebih banyak untuk keberlangsungan hidup manusia dan

menyebabkan penyempitan lahan sumber daya alam.3®
b) Eksploitasi sumber daya secara berlebihan

Manusia diberikan kebebasan dalam memanfaatkan sumber
daya alam akan tetapi tidak di manfaatkan dengan sebaiknya.
Meskipun manusia di berikan kebebasan seharusnya pemanfaatan
yang dilakukan sesuai dengan porsinya dan tidak menyebabkan
kerusakan.’” karena dengan melakukan kerusakan akan menyebabkan
sumber daya tidak di bisa di manfaatkan dalam jangka waktu lama

atau secara terus-menerus.

35 Muhammad Kemal Dermawan, “Perilaku Merusak Lingkungan Hidup : Prespektif Individu,
Organisasi dan Institusional”, Jurnal Legislasi Indonesia, No. 1, Vol. 6 (Maret 2009), 77.

3¢ Ulfah Utami, Konservasi Sumber Daya Alam Prespektif Islam Dan Sains, (Malang: Press,
2014), 42-47.

37 Reflita Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI,
Ekspoitasi Alam Dan Perusakan Lingkungan (Istinbath Hukum Atas Ayat-Ayat Lingkungan),
Substantia, No. 2, Vol. 17 (Oktober 2015), 154.
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Kurangnya kesadaran yang dimiliki masyarakat menyebabkan
timbulnya kerusakan lingkungan. Bahkan banyak masyarakat
menganggap hal itu sudah biasa di lakukan tanpa memikirkan
akibatnya selama kehidupan mereka masih berjalan normal.3® Padahal
ketika terjadi kerusakan lingkungan sangat berbahaya tidak hanya
akan merusak lingkungan akan tetapi dapat menyebabkan bencana.

Pemanfaatan sumber daya alam dengan melakukan eksploitasi
berlebihan akan banyak menimbulkan masalah yaitu kerusakan dan
pencemaran lingkungan. Seharusnya pemanfaatan lingkungan di
lakukan sesuai dengan asas-asas pelestarian lingkungan agar tidak

terjadi kerusakan lingkungan.

2. Konsep /llegal Fishing Dalam Hukum Islam

Lingkungan merupakan semua faktor yang mempengaruhi suatu
organisme, baik organisme yang hidup maupun yang tidak hidup.*® Dalam
al-Qur’an dijelaskan bahwa diciptakan-Nya sumber daya di bumi ini untuk
dimanfaatkan seluruhnya bagi manusia dan makhluk lainnya.*! Allah SWT

berfirman:

38 P, Joko Subagyo, Hukum Lingkungan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), 19.

3 Ulfah Utami, Konservasi Sumber Daya Alam Prespektif Islam Dan Sains, (Malang: UIN-
Malang Press, 2014), 52-58.

40 HR. Mulyanto, /lmu Lingkungan, (Yogyakarta: Graha [lmu, 2007), 1.

4 Ulfah Utami, Konservasi Sumber Daya Alam Prespektif Islam Dan Sains, (Malang: UIN-
Malang Press, 2014), 7.
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Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit
sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia
menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki
untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-kutu bagi
Allah padahal kamu mengetahui. (QS. al-Bagarah; 22)*

Allah berfirman :
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Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami
tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuhan-tumbuhan maka
kami keluarkan tumbuhan-tumbuhan itu tanaman yang menghijau.
Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang
banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang
menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula)
zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah
buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah)
kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-
tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman. (QS. al-
An’am : 99)%

Pada ayat-ayat di atas Allah menjelaskan bahwa menciptakan sesuatu
di muka bumi ini selalu memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan baik

manusia maupun makluk lain, agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-

42 DEPAG, A/-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta : CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 5.
4 Ibid., 189.



23

baiknya. Namun dalam kenyataannya banyak terjadi kerusakan yang ada di
lingkungan disebabkan perbuatan manusia ataupun gejala alam.

Kerusakan adalah segala tindakan yang menimbulkan kerusakan
suatu lingkungan disebabkan faktor alam atau faktor tangan manusia.
Dalam agama Islam Allah mensyariatkan hukumannya bertujuan untuk
memelihara kemaslahatan manusia dan untuk menghindari mafsadah
(kerusakan)*, sebagaimana arti dari magasid adalah al-mutadamminatu li
al-masalih wa al-mafisid fi anfusiha® (yang mengandung mashalah dan
mafsadah pada dirinya).*® Dengan melakukan kerusakan manusia telah
mengingkari nikmat yang Allah berikan dengan tidak memanfaatkan
sebaik-baiknya.

Dalam al-Qur’an beberapa ayat telah menunjukkan bahwa yang
paling berpotensi melakukan kerusakan adalah ulah tangan manusia.*’
Islam merupakan agama yang cinta damai. Oleh karena itu, seharusnya
manusia memelihara lingkungan dengan sebaiknya, Allah telah
menerangkan dalam al-Qur’an salah satu faktor kerusakan lingkungan

adalah karena ulah tangan manusia.

4 Reflita Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI,
Ekspoitasi Alam Dan Perusakan Lingkungan (Istinbath Hukum Atas Ayat-Ayat Lingkungan),
Substantia, Volume 17 Nomor 2, Oktober 2015, 148.

46 Jasser Auda (penerjemah : Marwan Buchori), Memahami Magqasid Syariah, (Malaysia : PTS
Islamika SDN. BHD., 2014), xi.

47 Ulfah Utami, Konservasi Sumber Daya Alam Prespektif Islam Dan Sains, (Malang : UIN-
Malang Press, 2014), 38.
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Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena
perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka

sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke
jalan yang benar). (QS. ar-Ruum : 41).48

Kata 3Uudil (al-fasad) menurut Ashfahani adalah keluarnya sesuatu

dari keseimbangan, baik sedikit maupun banyak. Yang dimaksud kata
tersebut adalah digunakan untuk apa saja baik jiwa/rohani, badan/jasmani
dan apa saja yang menyimpang dari keseimbangan.*® Pelanggaran yang
terjadi di lingkungan sekitar mengakibatkan terganggunya keseimbangan
yang dirasakan manusia dan makluk lain. Semakin besar kerusakan maka
semakin besar akibat yang akan ditimbulkan, karena pada hakikatnya
makluk yang Allah ciptakan memiliki keterkaitan.>

Manusia dengan lingkungannya adalah satu kesatuan yang tidak bisa
dipisahkan,! karena senyatanya manusia sangat membutuhkan alam
sekitarnya untuk keberlangsungan hidup. Namun dengan perbuatan
manusia yang mengakibatkan kerusakan dapat menimbulkan makluk lain

kehilangan alam sekitarnya. Kerusakan lingkungan dan penyimpangan

8 DEPAG, A/-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta : CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 576.
“Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan dan Kesan dan Keserasian Al-Qur’an (Volume 11),
(Jakata: Widya Cahaya, 2011), 76.

0 Ibid., 78.

5! Reflita Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI,
Ekspoitasi Alam Dan Perusakan Lingkungan (Istinbath Hukum Atas Ayat-Ayat Lingkungan),
Substantia, Volume 17 Nomor 2, Oktober 2015, 149.
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lingkungan yang terjadi dapat menimbulkan bencana seperti banjir, tanah

longsor, kebakaran dan lainnya.>?

Manusia melakukan perusakan pada lingkungan salah satu faktornya
adalah hawa nafsu yang tidak dapat dikendalikan. Manusia tidak akan
merasa puas dengan apa yang didapatkan jika tidak bisa mengalahkan hawa
nafsu yang akan menimbulkan perbuatan merusak seperti eksploitasi
sumber daya secara berlebihan tanpa memikirkan dampak yang akan di
rasakan manusia itu sendiri.”® Dalam surat al-A’raf ayat 56 tentang

larangan berbuat kerusakan di muka bumi.

z
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Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan)

dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh

harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang
berbuat kebaikan. (QS. al-A’raf : 56).>

Dalam ayat ini Allah SWT melarang melakukan kerusakan di muka

bumi, pengerusakan adalah salah satu tindakan pelampauan batas. Alam ini

diciptakan Allah dengan serasi, seimbang dan dapat saling memberikan

kebutuhan satu sama lain, akan tetapi dengan adanya kerusakan yang

dilakukan manusia dapat menggangu keserasian alam itu sendiri.

52 Ibid., 150.

53 Ulfah Utami, Konservasi Sumber Daya Alam Prespektif Islam Dan Sains, (Malang: UIN-
Malang Press, 2014), 38-39.

54 DEPAG, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta : CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 212.
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Melakukan kerusakan setelah adanya perbaikan lebih buruk dari pada

melakukan kerusakan sebelum adanya perbaikan.

Pelanggaran yang dilakukan manusia terhadap perintah Allah dapat
menimbulkan kesombongan, sehingga berlaku sewenang-wenang dan lebih
mementingkan hawa nafsu. Dengan manusia selalu mengikuti hawa nafsu
yang sesat akan semakin jauh dari Allah tanpa memikirkan pembalasan di
akhirat. Salah satu akibat yang ditimbulkan dari tindakan merusak manusia
adalah kerusakan alam yang sangat fatal dan azab yang diberikan Allah.>¢
Kefatalan itu dijelaskan oleh Allah dalam al-Qur’an Surat al-Muminiin

ayat 71.
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Dan bila dikatakan kepada mereka : “janganlah kamu membuat

kerusakan di muka bumi’. Mereka menjawab : “sesungguhnya

kami orang-orang yang mengadakan perbaikan”. Ingatlah,

sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat

kerusakan tetapi mercka tidak menyadari. (QS. al-Baqarah : 11-
12)57

Mereka yang melakukan kerusakan dalam ayat ini di sebut orang-

orang yang munafik, karena mereka adalah orang yang benar-benar

melakukan kerusakan akan tetapi berkata bahwa mereka yang

55 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan dan Kesan dan Keserasian Al-Qur’an (Volume 5),
(Jakata: Widya Cahaya, 2011), 119.

%6 Ulfah Utami, Konservasi Sumber Daya Alam Prespektif Islam Dan Sains, (Malang: UIN-
Malang Press, 2014), 39-42.

ST DEPAG, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta : CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 3.
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memperbaikinya. Kerusakan disini merupakan tindakan kekufuran dan
perbuatan maksiat yang dilakukan manusia. Allah menolak jawaban
mereka bahwa perkataan mereka bohong karena orang yang melakukan
adalah orang yang berani melakukan apa yang dilarang dan tidak memiiki
keimanan. Akan tetapi mereka tidak menyadari telah melakukan perbuatan
kerusakan, karena itulah mereka termasuk oarng-orang yang munafik.’®
Keburukan yang mereka lakukan tidak hanya pada kebohongan dan
penipuan tetapi kepicikan pandangan dan pengakuan yang tidak pada
tempatnya. Pengerusakan merupakan kegiatan yang menimbulkan nilai-
nilai yang seharusnya dapat berfungsi dengan baik serta bermanfaat

menjadi kehilangan sebagian atau keseluruhan nilai-nilai dan manfaatnya.>

Dalam surat Hud ayat 85 juga dijelaskan akan larangan berbuat
kerusakan di muka bumi. Begitu pentingnya lingkungan sekitar bagi
manusia. Allah telah menyebutkan dalam al-Qur’an di beberapa ayat untuk
mengingatkan manusia akan bahaya akibat kerusakan lingkungan di sekitar
manusia, akan tetapi manusia tetap melakukan kerusakan yang
menimbulkan banyak bencana dan rusaknya lingkungan. Dalam surat Al-

Bagarah ayat 205:

58 Aisyah Nurhayati, Zulfa Izzatul Ummah dan Sudarno Sobron, Kerusakan Lingkungan Dalam
Al-Qur’an, Suhuf, No. 2, Vol. 30, (November 2018), 209-210.

9 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan dan Kesan dan Keserasian Al-Qur’an ( Volume 1),
(Jakata : Widya Cahaya, 2011), 101.
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Dan apabila ia berpaling (dari mukamu), ia berjalan di bumi untuk

mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanaman-tanaman

dan binatang ternak. Dan Allah tidak menyukai kebinasaan. (QS.
Al-Bagarah : 205)%°

Dalam ayat ini mengingatkan kepada siapapun untuk tidak

melakukan kerusakan ketika memanfaatkan sumber daya alam, agar tidak

merusak ekosistem hewan maupun tanaman dan lingkungannya. Ketika

manusia melakukan pemanfaatannya yang berlebihan akan merusak sumber

daya tersebut termasuk merusak habitatnya, merusak ekosistem, merusak

tumbuhan atau hewan langka dan sebagainya.®!

Dalam al-Qur’an larangan melakukan kerusakan adalah untuk
menjaga tujuan utama adanya syariat yaitu maqasid asy-syar’ah.®’ Yang
dimaksud dalam maqgasid asy-syari’ah disini untuk memelihara lima aspek
penting dalam syariat Islam yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.®?
Oleh karena itu, manusia tidak boleh melakukan tindakan yang merusak
kelima aspek tersebut karena akan menimbulkan bahaya bagi mereka
sendiri. Kerusakan yang terjadi di muka bumi ini sangat berbahaya karena
tentu memiliki suatu akibat dari perbuatan itu dan mengganggu

kemaslahatan.

% DEPAG, A/-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta : CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 40.

1 Arif Zulkifli, Pandangan Islam terhadap Lingkungan, (Yogyakarta : Ecobook, 2017), 59.
62 Sapiudin Shidiq, Ushul Figh, (Jakarta : Kencana, 2017), 223.

63 Ali Mutakin, Teori Maqasid Al-Syari’ah dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum,

Kanun Jurnal llmu Hukum, No. 3, Vol. 19 (Agustus, 2017), 553.
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B. Hukuman Il/egal Fishing Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam
1. Hukuman //legal Fishing Dalam Hukum Positif

Illegal Fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan yang tidak
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku di suatu wilayah
tertentu. Dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan juga mempunyai
cara yang diperbolehkan ataupun tidak. Permasalahan yang terjadi di
berbagai negara hampir sama yaitu pencurian ikan, penangkapan ikan yang
tidak ramah lingkungan, kerusakan ekosistem, tempat pengelolaan ikan
yang tidak memenuhi standart kelayakan dan lain sebagainya.®* Dalam
melakukan pemanfaatan sumber daya diharapkan mengetahui wawasan
tentang lingkungan dan teknologi agar tidak melakukan kerusakan.
pengguna harus mengetahui bahan atau cara yang tidak merusak dan yang
merusak lingkungan sekitarnya.®

Dalam penangkapan ikan pemerintahan telah mengeluarkan Undang-
Undang khusus tentang perikanan yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun
2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan. Dalam Undang-Undang ini dijelaskan adanya larangan bahkan
ketentuan pidana bagi seseorang yang melakukan penangkapan ikan dengan
cara atau bahan yang tidak sesuai. Berikut bunyi pasal mengenai

penangkapan ikan, larangan dan ketentuan pidana :

6 Marhaeni Ria Siombo, Hukum Perikanan Nasional dan Internasional, (Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2010), 55.

% Andi Igbal Burhanuddin, H. M. Natsir Nessa, Pengantar llmu Kelautan dan Perikanan,
(Yogyakarta: Deepublish, 2018), 31.
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BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1.

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya
mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan
pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan.
Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan
yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa
pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,
mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan
atau mengawetkan.

BAB IV
PENGELOLAAN IKAN

Pasal §

(1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan atau

(1)

pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan
peledak, alat dan atau cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan
dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau
lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 84

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan
Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan atau
pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan
biologis, bahan peledak, alat atau cara, dan atau bangunan yang dapat
merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan
atau lingkungannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (1),
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda
paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
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Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa adanya larangan
melakukan penangkapan ikan yang dapat merusak lingkungan sekitarnya
dan dapat di jatuhi pidana bagi pelaku penangkapan ikan yang tidak sesuai.
Namun dalam undang-undang ini tidak dijelaskan alat atau cara yang
dianggap merusak lingkungan sekitar, maka dari itu menteri Kelautan dan
Perikanan mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan
Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan lkan Di Wilayah Pengelolaan
Perikanan Negara Republik Indonesia pada pasal 21 yang berbunyi :

BAB YV
ALAT PENANGKAPAN IKAN YANG MENGGANGGU DAN
MERUSAK
Pasal 21
(1) API® yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan
merupakan API yang dioperasikan :
a. Mengancam kepunahan biota ;
b. Mengakibatkan kehancuran habitat; dan
c. Membahayakan keselamatan pengguna.

Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa alat yang dianggap merusak
lingkungan dan yang dilarang. Akan tetapi masih banyak pelanggaran yang
dilakukan manusia tanpa berfikir akibat yang akan di timbulkan nantinya

secara terus menerus. Sedangkan hampir seluruh daerah membuat

peraturan akan larangan berbuat kerusakan lingkungan salah satunya adalah

% API adalah singkatan dari Alat Penangkapan Ikan.
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PERDA Lamongan nomor 11 tahun 2008 tentang Pengendalian Dan
Pelestarian Lingkungan Hidup Di Kabupaten Lamongan yang berbunyi :
Bagian Kelima

Perikanan

Pasal 23
Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan ditujukan kepada
tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat secara terpadu dan
terarah dengan melestarikan sumber daya ikan beserta lingkungannya bagi
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Pasal 25
Dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan diterapkan ketentuan-
ketentuan mengenai :
a. Alat penangkapan ikan yang tidak mengakibatkan kerusakan

lingkungan;
b. Pencegahan pencemaran dan kerusakan;
c. Rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya.
Dalam Peraturan Daerah Lamongan tidak secara jelas akan larangan
kepada masyarakat mengambil ikan akan tetapi jika cara atau alat yang
digunakan dapat merusak lingkungan maka adanya larangan meski di
dalam peraturan ini tidak ada ketentuan pidana bagi pelaku. Namun dapat
menggunakan ketentuan pidana pada undang-undang khusus membahas
tentang perikanan.
Dengan adanya undang-undang yang mengatur bertujuan agar

tindakan pelanggaran yang merugikan negara khususnya masyarakat dapat
terminimalisir. Karena tidak hanya merugikan akan tetapi ketika

lingkungan itu rusak dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan dan

menurunnya sumber daya yang dimanfaatkan bahkan bisa mengalami
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kepunahan. Maka dari itu masyarakat harus memiliki kesadaran akan
pentingnya menjaga lingkungan sekitarnya.’ Sesuai dengan ketentuan
pidana bahwa pelaku tindak pidana 7llegal fishing dapat dikenai hukuman
penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1.200.000.000 (satu

miliar dua ratus juta rupiah).%®

2. Hukuman //legal Fishing Dalam Hukum Islam
Dalam hukum Islam illegal fishing merupakan tindakan yang
dianggap melanggar karena merusak lingkungan sekitar dan merusak tujuan
syariah yaitu dengan menjaga agama, badan, akal, harta dan keturunan.®
Kejahatan illegal fishing sangat merugikan negara khususnya masyarakat
sekitar yang merasakan langsung akan dampak kerusakan. Dalam agama
Islam telah dijelaskan larangan melakukan perbuatan yang banyak
menimbulkan mudharat.”®
Bentuk tindak pidana dalam hukum Islam dibagi menjadi tiga
klasifikasi, yaitu:
a Hudid
Hiudid adalah hukuman yang jenis dan ancamannya telah
ditentukan di dalam Nash al-Qur’an atau hukuman khusus yang

diterapkan secara keras tanpa peluang untuk mempertimbangkan.”!

7 P. Joko Subagyo, Hukum Lingkungan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), 16.

68 Pasal 84

% Sapiudin Shidiq, Ushul Figh, (Jakarta : Kencana, 2017), 223.

0 A. Djazuli, Figh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2000), 164.

"' Sahid, Epistimologi Hukum Pidana Islam Dasar-dasar Figh Jinayah, (Surabaya: Pustaka Idea,
2015), 13.
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Qisas-diyat

Qisas adalah hukuman pembalasan sesuai dengan perbuatan atau
kejahatan yang dilakukan. Sedangkan diyatr merupakan hukuman
denda berupa membayar kompensasi untuk korban atau keluarganya.’
Ta’zr

Ta’zir merupakan hukuman yang tidak di tentukan kadarnya
dalam al-Qur’an dan hadis, akan tetapi hakim yang akan memberikan
hukuman yang akan dijatuhkan maupun kadarnya.”® Ta zir yaitu semua
perkara yang tidak ditentukan hukumannya dalam syara’ dan
diserahkan kepada pemimpin ( u/il amri).”

Dalam hukum Islam kejahatan illegal fishing ini termasuk dalam
kategori ta’zir, karena unsur-unsur jarimah had dan Qisas Diyadt tidak
terpenuhi secara sempurna. Secara harfiah tindakan 7i/legal fishing
masuk dalam kejahatan Airabah karena termasuk melakukan
perampokan atau pencurian secara terang-terangan, namun karena
objek dalam illegal fishing adalah sumber daya ikan yang tidak tetap

status kepemilikannya maka lebih baik masuk dalam kejahatan ta’zr.

Dalam al-Qur’an telah dijelaskan akan hukuman bagi pelaku kerusakan

2 1bid, 13.

3 Abdur Rahman, 7indak Pidana dalam Syariat Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 14.
" Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2004), 158.
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yang digandengkan dengan orang yang memerangi Allah SWT dan

rasul-Nya’> yaitu dalam surat al-Maidah ayat 33:
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Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi
Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi,
hanyalah mereka yang dibunuh dan disalib, atau potong tangan dan
kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri
(tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagian) suatu
penghinaan untuk mereka didunia, dan diakhirat mereka beroleh
siksaan yang besar. (QS. Al-Maidah : 33)7°
Dalam ayat ini Allah SWT menggandengkan hukuman bagi
pelaku kerusakan dengan orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya,
bentuk pelampauan batas dalam ayat ini seperti pembunuhan dan
perampokan. Menurut Ulama’ yang bermahzab Syafii dan Abu Hanifah
ayat ini merupakan rincian dari hukuman secara berurutan sesuai
dengan jenis dan bentuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan menurut
Imam Maliki yaitu empat macam hukuman itu diserahkan kepada yang

berwenang untuk memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan

sesuai dengan apa yang telah dilakukan.””

75 Reflita Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI,
Ekspoitasi Alam Dan Perusakan Lingkungan (Istinbath Hukum Atas Ayat-Ayat Lingkungan),
Substantia, No. 2, Vol. 17 (Oktober 2015), 156.

" DEPAG, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta : CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 150.

77 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan dan Kesan dan Keserasian Al-Qur’an (Volume 3),
(Jakata : Widya Cahaya, 2011), 78-80.
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Penjatuhan hukuman diserahkan kepada yang berwenang sesuai
dengan tindakan yang dilakukan. Ketika kerusakan yang disebabkan
tidak berdampak besar maka hukumannya difa’zir; namun jika
kerusakan yang disebabkan berdampak besar maka pelaku harus
dibunuh. Artinya penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh pemerintah
harus sesuai dengan tindakan yang dilakukan dan dampak yang
ditimbulkan.

Menurut bahasa fa’zir berarti mencegah, menolak dan mendidik.
Sedangkan menurutAl-Mawardi fa’zir adalah hukuman yang bersifat
pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum
ditetapkan oleh syara’.’®

Adapun macam-macam sanksi /2 zir, antara lain:

1) Sanksi fa’zir yang berkaitan dengan badan, antara lain:
a) Hukuman Mati
Tujuan hukuman 7a’zir adalah memberikan pengajaran dan
hukumannya tidak boleh sampai membunuh, akan tetapi banyak
para fugaha membuat pengecualian bagi pelanggaran yang
dianggap sangat berbahaya yaitu pelanggaran kepentingan umum
seperti tindak pidana spionisme dan recidivis yang berbahaya.
Penerapan hukuman ini di tentukan oleh hakim pelanggaran apa

saja yang dapat di jatuhi hukuman mati.”®

8 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 248-249.
" Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2004), 158.
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b) Hukuman Cambuk

Hukuman jilid (cambuk) adalah hukuman pokok dalam
syariat Islam. Hukuman ini dalam janmah ta’zir dapat di
terapkan dalam banyak jarimah, terutama untuk jarimah ta’zir
yang berbahaya karena ;

1. Hukuman jilid lebih banyak memberikan efek jera dalam
memberantas para penjahat yang biasa melakukan
pelanggaran;

2. Hukuman jilid memiliki dua batasan yaitu tertinggi dan
terendah, oleh karena itu hakim bisa memilih hukuman apa
yang sesuai dengan jarimah yang di lakukan;

3. Pelaksanaan hukuman tidak memakan banyak biaya dan
tidak mengganggu keberlangsungan hidup pelakujarimah
yang membiayai keluarganya.

4. Dengan diterapkannya hukuman jilid pelaku dapat terhindar
dari akibat buruk suatu hukuman.

Hukuman jilid dalam ¢a’zir tidak boleh melebihi hukuman
hudud, akan tetapi tidak ditentukan juga maksimal hukuman jilid
bagi pelaku jarimah ta’zir:3°

2) Sanksi ta’zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang,

antara lain:

8 Tbid., 158.
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Hukuman Penjara

Pemenjaraan menurut syar’i adalah menghalangi atau
melarang seseorang dan mencegahnya agar ia tidak melakukan
perbuatan hukum.®! Hukum penjara dapat menjadi hukuman
pokok maupun hukuman tambahan. Hukuman penjara dalam
syari’at Islam dibagi menjadi dua, antara lain:
1. Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang
lamanya dibatasi secara tegas. Apadun lamanya hukuman
penjara tidak ada kesepakatan di kalangan para ulama’.
2. Hukuman penjara tidak terbatas adalah hukuman yang
tidak terbatas waktunya, dengan kata lain berlangsung
terus menerus samapai meninggal atau bertaubat.3?
Hukuman Pengasingan

Hukuman ini dapat diterapkan bagi pelaku jarimah yang
dapat merugikan orang lain. Menurutt Syafi’iyah dan Hanabilah
masa pengasingan pada jarimah ta’zir tidak boleh melebihi satu
tahun, agar tidak melebihi hukuman bagi zina atau hukuman
had. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifa berpendapat bahwa
pengasingan boleh melebihi satu tahun karena di sini
merupakan hukuman jarimah ta’zir bukan jarimah had. Menurut

Imam Malik batas waktu hukuman ini di tentukan oleh

penguasa (hakim).

81 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 260.

82 Ibid., 261-263
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Sanksi ta’ziryang berkaitan dengan harta

Para ulama’ berbeda pendapat tentang diperbolehkannya
hukuman ¢a’zir dengan cara mengambil harta. Menurut Abu
Hanifah hukuman fa’zir dengan cara mengambil harta tidak
diperbolehkan, sedangkan menurut Imam Maliki, Imam Syafi’i
dan Imam Ahmad ibn Hamnbal membolehkan apabila dipandang
membawa maslahat.

Hukuman ta’zir dengan mengambil harta itu bukan berarti
mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas umum
(negara), melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu.
Adapun apabila pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertobat maka
hakim dapat men-fasaruf-kan harta tersebut untuk kepentingan

yang mengandung maslahat.??

8 Ibid., 265-266.



BAB III

DATA PENELITIAN

A. Profil Desa Latek Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan

1. Sejarah Singkat

Desa Latek ini merupakan salah satu desa yang berada di
kecamatan Sekaran tepatnya di kabupaten Lamongan. Nama Latek
berasal dari bahasa jawa yang disingkat “jilat sampek katek”, dalam
bahasa Indonesia artinya “menjilat dengan lidah sampai lelah”. Desa ini
menurut cerita adalah salah satu tempat yang di jajah, yang
menyebabkan masyarakat di tempat ini merasa ketakutan karena selain
masuk ke daerah ini penjajah juga menyerang masyarakat. Maka dari itu
banyak masyarakat melarikan diri, namun sebagian yang tidak bisa
melarikan diri karena cacat hanya bisa semampunya. Seseorang yang
berlari dengan terseok-seok tidak mampu lagi melanjutkan
perjalanannya, beliau pun bersembunyi di gobangan air atau sumur yang
terbuat dari kayu. Ketika beliau berhenti di sebuah gobangan air atau
sumur, tidak lama datanglah seekor belut putih dan menjilati orang
cacat tersebut yang sedang kelelahan dalam waktu yang lama. Dari
sinilah munculnya pengambilan nama Desa Latek, sedangkan sumur tua
itu sampai sekarang masih ada dan dimanfaatkan warga sekitar untuk

wudhu serta di samping sumur itu berdirinya masjid.3*

8 Peraturan Desa Latek Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RPJIM-Des).
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Cerita tersebut juga membuat warga sekitar mengalami keraguan
dan mempercayai mitos tentang tidak beraninya mengkonsumsi belut
putih maupun belut hitam, padahal dalam agama tidak ada larangan
memakan dan menurut kesehatan mengandung banyak gizi dan protein

yang banyak.%’

2. Kondisi Geografis®
Luas wilayah desa adalah 333,69 Ha. Dengan ORBITASI (jarak dari

pemerintahan desa) yaitu

a. Jarak ke Kecamatan :1,5Km
b. Lama Tempuh Kecamatan 0,15 Jam
c. Jarak ke Kabupaten :25 Km

d. Lama Tempuh ke Kabupaten  : 1,0 Jam

Batas wilayah desa ini adalah :

a. Sebelah Utara : Desa Siman

b. Sebelah Selatan : Desa Pucuk

c. Sebelah Timur : Desa Miru

d. Sebelah Barat : Desa Trosono dan Desa Manyar

85 Moh. Shokeh, Wawancara, Latek Sekaran Lamongan, 25 November 2019.
8 Peraturan Desa Latek Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RPJIM-Des).
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3. Kondisi sosial desa Latek kecamatan Sekaran kabupaten Lamongan
Masyarakat desa ini merupakan mayoritas penduduk asli Lamongan,
meski ada beberapa penduduk pendatang tapi bahasa yang sering di
gunakan tetap bahasa asli desa tersebut.
a. Kondisi Ekonomi
Kondisi ekonomi di suatu desa tergantung dari aktivitas
penduduk yang berkaitan dengan mata pencaharian. Mayoritas
penduduk desa ini bekerja dalam sektor pertanian, perdagangan dan
jasa. Selain itu, masyarakat juga berprofesi PNS (Pegawai Negeri
Sipil), guru negeri, guru swasta, tukang batu dan lainnya serta
mengambil ikan di sungai dan bengawan solo.?’
b. Kondisi Pendidikan
Kondisi pendidikan di desa ini termasuk dalam keadaan yang
baik yaitu angkatan muda terdidik yang dapat dikembangkan dengan
memanfaatkan keterampilan dan tenaga kerja di sektor pertanian dan
perikanan atau lebih potensial lagi dibina untuk menjadi wirausaha di
desa. Namun dengan melihat kesejahteraan masyarakat yang masih
banyak mengalami pra-sejahtera mengartikan bahwa pendidikan

masih belum merata. 88

87 Moh. Shokeh, Wawancara, Latek Sekaran Lamongan, 25 November 2019.
8 Peraturan Desa Latek Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RPJIM-Des).
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c. Sarana dan Prasarana®

Fasilitas transportasi di desa ini tidak ada, namun penyebaran
penduduk dalam mengadakan trasnportasi dengan ojek ataupun
fasilitas yang dimiliki pribadi. Sarana trasnportasi berupa jalan desa
sudah dalam keadaan baik dan hampir semua dapat dilalui meski ada
sarana yang masih tertinggal. Kontruksi jalan saat ini adalah terdiri
dari jalan aspal, jalan makadam, jalan rabat beton dan jalan tanah
dengan kondisi yang cukup baik. Berikut keterangan secara rinci
tertera dibawah ini :

1) Jalan Desa

a) Jalan Aspal : 1.800 M
b) Jalan Rabat Cor :4.500 M
c) Jalan Makadam :2.300 M
d) Jalan Tanah :3.000 M
e) Sungai :6.000 M

2) Jembatan
a) Jembatan Beton 4 M
b) Jembatan Besi D -
¢) Jembatan Kayu D -

3) Pangkalan Ojek D -

8 Peraturan Desa Latek Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RPJIM-Des).
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Fasilitas Sosial dan Ekonomi

Jenis Fasilitas Pemerintahan
Kantor Desa

Kantor BPD

Karang Taruna

PKK

Lainnya

Jenis Fasilitas Peribadatan
Masjid

Mushola

Jenis Fasilitas Pendidikan
Gedung TK

Gedung SD/MI

Gedung SLTP

Gedung SLTA

Jenis Fasilitas Kesehatan
Puskesmas Pembentu
Posyandu

Polindes

Jenis Fasilitas Ekonomi
Usaha Peternakan
Jumlah Tenaga Kerja

Kop. Simpan Pinjam

: 1 bangunan
: 1 bangunan
: 1 bangunan
: 1 bangunan

: 1 bangunan

: 2 bangunan

: 8 bangunan

: 2 bangunan

: 3 bangunan

: 1 bangunan

: 1 bangunan

: 2 unit
: 4 orang

: 5 kelompok
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Jumlah Anggota : 164 orang
3) Usaha Pertanian :2 Ha
Jumlah Pemilik : 2 orang

B. Deskripsi Kasus

Dengan latar belakang berbeda membuat seseorang memiliki cara
pandang berbeda dalam melihat sesuatu. Begitu juga ketika pendidikan dan
ekonomi yang membuat masyarakat tidak menyadari akan adanya sekat tak
kasat mata tentang perbedaan kasta. Mereka yang beruntung terkadang tidak
melihat sekitar yang membutuhkan bantuannya. Namun dengan perbedaan
itu dapat dilihat dari pekerjaan yang mereka lakukan.

Ketika seseorang mengalami keadaan ekonomi di bawah, mereka akan
melakukan pekerjaan apapun selama pekerjaan itu dapat memberikan mereka
uang untuk melanjutkan hidup. Terkadang dalam melakukan pekerjaan itu
tidak memikirkan dampak yang akan dirasakan, salah satunya adalah
pekerjaan mencari ikan dengan menggunakan aliran listrik yang terjadi di
Lamongan.

Menurut kepala desa setempat warga yang melakukan pekerjaan itu
adalah warga dengan keadaan ekonomi rendah dan mengharuskan melakukan
pekerjaan itu untuk menghidupi keluarganya seperti dimakan sendiri dan
dijual. Sungai tempat mengambil ikan tersebut merupakan sungai desa,

seharusnya sungai itu dilindungi akan tetapi warga tetep melakukan
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pekerjaan itu. Tindakan ini tidak hanya terjadi di sungai desa akan tetapi
juga terjadi di aliran bengawan solo.””

Tindakan yang dilakukan warga tersebut seharusnya tidak boleh
dilakukan karena bukan hanya membahayakan lingkungan akan tetapi juga
berbahaya bagi pengguna alat itu sendiri. Pengambilan dengan cara memakai
aliran listrik ini menggunakan aki dan bambu atau kayu untuk pegangan. Di
desa ini pengambilan ikan dilakukan malam hari karena ketika pagi akan
dijual di pasar.

Ibu Siti mengatakan bahwa cara pengambilan ikan di desa Latek
berbeda dengan di aliran bengawan Solo, warga setempat tidak perlu
menggunakan perahu. Sedangkan warga yang mengambil di aliran bengawan
Solo harus menggunakan perahu nelayan untuk dapat melakukan
penangkapan ikan karena aliran airnya yang deras dan kondisi sungai yang
dalam.’! Cara pemakaian alat tersebut adalah dengan memasukkan bambu
yang telah dialiri listrik ke dalam sungai sampai beberapa ikan naik,
kemudian ikan diambil menggunakan jaring dan dimasukkan ke bak tanpa
pengguna alat masuk ke sungai. Barang yang harus dibawa ketika
masyarakat mengambil ikan adalah bak, jaring, alat tersebut dan center
untuk penerangan.®?

Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat masih melakukan

tindakan pelanggaran tersebut, salah satunya adalah pendidikan, kurangnya

% Moh. Shokeh, Wawancara, Latek Sekaran Lamongan, 25 November 2019.
%1 Siti, Wawancara, Latek Sekaran Lamongan, 29 November 2019.
92 Rupi’i, Wawancara, Latek Sekaran Lamongan, 29 November 2019.



47

pengetahuan masyarakat dan faktor ekonomi.”® Dengan minimnya lahan
pekerjaan bagi mereka yang tidak berpendidikan tinggi membuat mereka
melakukan pekerjaan itu meski berbahaya. Namun tidak hanya itu kesulitan
pun akan dialami oleh mereka ketika musim kemarau datang karena sungai
akan mengalami kekeringan dan membuat mereka tidak dapat melakukan
pekerjaan yang biasa di lakukan.’*

Dengan masyarakat yang Kkurang menerima sosialisasi atau
pengetahuan tentang berbagai hal membuat pelanggaran akan terus terjadi
dan membuat masyarakat seakan membenarkan tindakan itu. Menurut warga
cara mengambil ikan tersebut berbahaya akan tetapi mereka tidak memiliki
pilihan lain untuk bekerja, maka dari itu dengan mengambil resiko besar
beberapa warga ada yang masih tetap melakukan tindakan tersebut tanpa
memikirkan resiko yang akan di rasakan karena faktor ekonomi. Menurut
bapak Ibrahim orang dengan ekonomi rendah tidak memikirkan hal lain
kecuali mereka bisa mendapatkan makan dengan cara halal meski itu
berbahaya.”’

Pengambilan ikan dengan cara seperti itu berbahaya karena akan
menimbulkan kerusakan lingkungan dan berbahaya bagi pengguna. Meski
aliran listrik yang digunakan tidak tinggi tetapi ketika seseorang melakukan
tindakan tersebut akan membuat hewan-hewan kecil yang ada di sekitar mati

yang seharusnya menjadi makanan bagi ikan besar serta telur ikan akan mati.

% Moh. Shokeh, Wawancara, Latek Sekaran Lamongan, 25 November 2019.
% Sholeh, Wawancara, Latek Sekaran Lamongan, 28 November 2019.
% Ibrahim, Wawancara, Latek Sekaran Lamongan, 25 November 2019.
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Selain membuat kerusakan lingkungan tindakan itu juga dapat
membahayakan pengguna, kejadian pengguna yang meninggal akibat
tersengat aliran listrik sudah terjadi di beberapa tempat.’®

Dengan banyaknya peraturan yang melarang seharusnya dapat
meminimalisir terjadinya pelanggaran, namun pada kenyataannya masih
banyak yang melakukan. Bahkan menurut warga sekitar tindakan tersebut
sudah menjadi hal biasa karena telah berlangsung lama yaitu mulai dari
tahun 90 an warga di desa itu sudah melakukan pengambilan ikan dengan
menggunakan aliran listrik.®’

Kepala desa menyebutkan bahwa dulu pernah membuat peraturan
tentang larangan menggunakan aliran listrik akan tetapi warga tidak
menghiraukan larangan tersebut dan tetap melakukannya. Akhirnya dalam
pemerintahan berikutnya peraturan itu tidak dipakai lagi dan membiarkan
masyarakat melakukan pengambilan ikan dengan aliran listrik.”®

Tindakan pembiaran yang dilakukan pemerintahan setempat membuat
masyarakat tetap melakukan tindakan pelanggaran. Padahal dalam Undang-
Undang telah dijelaskan akan hukuman bagi seseorang yang melakukan
pelanggaran, akan tetapi di desa ini tidak ada tindakan apapun yang

dilakukan oleh aparat untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Tidak

% KumparanNEWS, Mengapa Menyetrum lkan Dilarang?, di akses pada tanggal 13 Maret 2019
pukul 11.51.

%7 Sholeh, Wawancara, Latek Sekaran Lamongan, 28 November 2019.

% Moh. Shokeh, Wawancara, Latek Sekaran Lamongan, 25 November 2019.
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adanya tindakan tegas dari aparat maupun pemerintahan setempat membuat
pelanggaran masih banyak terjadi di berbagai tempat.”®

Tindakan pelanggaran yang dilakukan masyarakat sekitar berakibat
rusaknya lingkungan seperti ikan-ikan kecil yang ada di sungai ikut mati
karena terkena aliran listrik, padahal ikan kecil itu dapat menjadi makanan
untuk ikan besar atau dibiarkan agar menjadi ikan besar. Dengan terjadinya
kerusakan ini pemerintahan setempat tidak memberikan edukasi untuk
melakukan pengembalian atau perbaikan akan lingkungan. '

Setiap tindakan seseorang pasti memiliki alasan mengapa mereka
melakukan itu, tidak terkecuali bagi masyarakat di desa ini yang melakukan
pelanggaran karena keadaan yang memaksa mereka melakukan itu. Kondisi
masyarakat dengan ekonomi mencekik membuat mereka melakukan
tindakan itu, bahkan bisa juga karena kurangnya informasi yang mereka
dapat membuat pelanggaran seakan dibenarkan.!!

Dengan adanya beberapa faktor yang menyebabkan pelanggaran terus
terjadi tidak bisa hanya menyalahkan masyarakat tetapi pemerintahan dan
aparat juga karena tidak ada ketegasan dalam menegakkan peraturan
tersebut. Oleh karena itu, tidak bisa serta merta menyalahkan sepenuhnya
pada masyarakat karena pemerintahan dan aparat juga ikut andil dalam

mencegah pelanggaran.

% Moh. Shokeh, Wawancara, Latek Sekaran Lamongan, 25 November 2019.
100 Moh. Shokeh, Wawancara, Latek Sekaran Lamongan, 25 November 2019.
191 Tbrahim, Wawancara, Latek Sekaran Lamongan, 25 November 2019.
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Tindakan ini sangat berbahaya untuk dilakukan meskipun aliran listrik
yang digunakan tidak terlalu tinggi tetapi dapat menyebabkan kematian bagi
pengguna. Peristiwa ini telah banyak terjadi di berbagai daerah salah satunya
di Jombang warga dusun Penanggalan Desa Dukuh Dimoro Kecamatan
Mojoagung yang meninggal saat melakukan pengambilan ikan dengan
menggunakan aliran listrik. Seharusnya dengan banyaknya kejadian ini dapat
menjadi pembelajaran untuk warga sekitar tentang bahayanya menggunakan

alat tersebut.!02

102 Fatichatun Nadhiroh, Pria ini Tewas Tersengat Listrik saat Cari lkan di Sungai, diakses 1 Juni

2015 pukul 10:12 WIB.



BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Terhadap Implementasi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 45 Tahun
2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang

Perikanan Di Sekaran Lamongan

Beberapa peraturan telah dijelaskan diatas tentang larangan berbuat
kerusakan lingkungan yang dapat menyebabkan rusaknya keseimbangan
alam itu sendiri salah satunya yaitu dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun
2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang
Perikanan pada pasal 84 telah di jelaskan larangan melakukan penangkapan
ikan dengan menggunakan acara atau alat yang dapat merusak lingkungan
dan ketentuan pidana bagi pelaku.'®® Akan tetapi, masyarakat setempat
mengaku akan ketidak tahuan akan adanya peraturan-peraturan yang

mengatur tentang alat yang dianggap merusak lingkungan.

Di samping itu, Menteri Kelautan dan Perikanan juga telah
mengeluarkan PERMEN-KP  Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur
Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan lkan Di Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dalam peraturan ini di

jelaskan pada pasal 21 beberapa ciri alat yang dianggap merusak

103 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2004 Tentang Perikanan pada pasal 84.
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lingkungan.'®* Beberapa daerah juga telah mengeluarkan peraturan salah
satunya adalah Peraturan Daerah Lamongan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Pengendalian Dan Pelestarian Lingkungan Hidup pada pasal 23 menjelaskan
tentang ketentuan-ketentuan tentang pengelolaan sumber daya ikan.!%

Pemerintah desa pernah membuat suatu peraturan tentang larangan
penggunaan alat itu. Masyarakat mengakui adanya peraturan itu sekitar
tahun 90 an!®® akan tetapi, dengan banyaknya faktor yang mempengaruhi
menyebabkan masyarakat tepat melakukan kegiatan itu. Banyaknya faktor
tertentu yang menyebabkan penerapan peraturan yang tidak maksimal
membuat beberapa masalah muncul secara tidak sadar.

Meski banyaknya peraturan yang mengatur kerusakan lingkungan
akan tetapi masyarakat tidak mengetahui secara  benar bagaimana
menerapkan peraturan itu dan penanggulangan ketika kerusakan itu telah
terjadi. Ketidak tahuan masyarakat yang membuat penerapan peraturan tidak
maksimal salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
pasal 84.

Penerapan peraturan yang tidak bisa dilakukan secara maksimal dapat
menyebabkan banyaknya masalah yang akan ditimbulkan. Dalam masalah ini

yang dirugikan tidak hanya pelaku akan tetapi juga negara jika pelanggaran

104 PERMEN-KP Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat
Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 21.

105 PERDA Lamongan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan
Hidup Pasal 21.

19 Moh. Shokeh, Wawancara, Latek Sekaran Lamongan, 25 November 2019.
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yang dibuat berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Alat yang
digunakan dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi diri pelaku
karena ketika pelaku terkena sengatan listrik dapat menyebabkan kematian
dan juga ikan disekitar akan mati.

Banyaknya peraturan yang dibuat oleh pemerintahan salah satunya
bertujuan untuk mengurangi tindakan pelanggaran terhadap lingkungan
setempat, namun dalam kenyataannya pelanggaran itu masih banyak terjadi
di beberapa tempat disebabkan penerapan peraturan yang kurang maksimal
dari penegak hukum maupun masyarakat sekitar. Beberapa faktor yang
menyebabkan tidak maksimalnya penerapan peraturan-peraturan tersebut
yaitu:'%7

1. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat

Kurangnya perhatian yang diberikan pemerintahan setempat akan
masyarakat yang melakukan kerusakan lingkungan. Kegiatan
penyuluhan yang seharusnya dilakukan untuk memberikan wawasan
terhadap masyarakat sekitar tidak dilakukan yang menyebabkan
masyarakat tidak tahu akan bahayanya melakukan kegiatan tersebut.

Sebenarnya keadaan masyarakat yang tidak sama membuat suatu
informasi tidak diketahui secara merata, maka perlunya dilakukan
penyuluhan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat sekitar agar

mematuhi dan dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran. Ketika

197 Moh. Shokeh, Wawancara, Latek Sekaran Lamongan, 28 November 2019.
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peraturan itu tidak diketahui masyarakat maka adanya peraturan tidak
ada gunanya karena peraturan itu tidak akan berlaku dalam masyarakat.
2. Keadaan Ekonomi
Keadaan ekonomi yang memaksa masyarakat melakukan kegiatan
itu. Beberapa masyarakat mengetahui bahaya penggunaan alat itu akan
tetapi terpaksa mereka lakukan karena ekonomi yang mencekik.
Keadaan ekonomi yang menyebabkan masyarakat tidak lagi memikirkan
bahaya yang akan ditimbulkan terhadap lingkungan dan diri sendiri.
3. Pendidikan
Pendidikan merupakan salah satu faktornya, karena ketika
pendidikan yang di tempuh tidak dapat digunakan untuk mencari
pekerjaan membuat masyarakat melakukan pekerjaan yang bisa
dilakukan tanpa memikirkan bahaya perkerjaan itu, yang mereka
fikirkan bagaimana mendapatkan uang yang halal.

Faktor-faktor diatas membuktikan bahwa terkadang kesalahan tidak
sepenuhnya pada masyarakat akan tetapi dapat terjadi karena secara tidak
langsung pemerintahan sekitar tidak memberikan wawasan kepada
masyarakat tentang bahaya yang akan ditimbulkan ketika menggunakan alat
tersebut. Oleh karena itu penerapan peraturan tidak dapat dilakukan secara
maksimal.

Salah satu penyebab timbulnya kerusakan lingkungan adalah tidak
adanya lahan pekerjaan yang memadahi bagi masyarakat sekitar. Dengan

terbatasnya lapangan pekerjaan membuat masyarakat melakukan pekerjaan
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yang dapat menghasilkan uang meski dapat menyebabkan kerusakan
lingkungan. Terjadinya kerusakan lingkungan tidak bisa hanya menyalahkan
salah satu pihak saja, karena tanpa sadar semuanya memiliki keterkaitan.

Pada akhirnya masyarakat menganggap diperbolehkan melakukan
tindakan tersebut ketika tidak ada tindakan tegas dari masyarakat sekitar
ataupun pemerintahan setempat. Padahal tindakan tersebut sangat berbahaya
bagi pengguna alat dan lingkungan sekitarnya karena akan menyebabkan
matinya ikan kecil di sekitar dan menyebabkan kematian bagi pengguna alat
ketika terkena aliran listrik.

Di beberapa daerah mungkin belum merasakan akibat dari kegiatan
masyarakat yang menyebabkan kerusakan lingkungan akan tetapi,
kewaspadaan harus tetap ada karena bahaya penggunaan alat tersebut masih
ada. Dengan adanya peristiwa warga meninggal karena terkena aliran listrik
di beberapa tempat seharusnya membuat masyarakat lebih waspada akan
bahaya penggunaan alat tersebut bagi diri sendiri maupun lingkungan.

Pemerintahan seharusnya lebih tegas dalam menegakkan peraturan
tersebut karena adanya sebuah peraturan merupakan tujuan untuk
melindungi masyarakat dari kerusakan yang akan terjadi dan membuat
masyarakat dapat memanfaatkan lingkungan sekitar secara terus-menerus.
Selain itu, adanya peraturan tersebut adalah untuk melindungi pengguna
peralatan itu sendiri karena bahaya yang akan disebabkan ketika pemakaian
alat tersebut tidak tepat. Ketika pemerintahan melakukan penerapan

peraturan secara tegas dapat memungkinkan terjadinya pengurangan warga
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yang menggunakan alat tersebut dan meminimalisir terjadinya kerusakan
pada lingkungan.

Pelaksanaan pasal 84 dalam masyarakat khususnya di daerah Sekaran
lamongan terjadi pelanggaran karena sesuai dengan pasal tersebut bahwa
adanya larangan mengambil ikan dengan menggunakan alat atau cara yang
dapat merusak lingkungan, akan tetapi tindakan yang dilakukan masyarakat
termasuk dalam pelanggaran yaitu menangkap ikan dengan menggunakan
alat yang dapat merusak lingkungan. Dan sesuai dengan pasal 84 maka
pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama enam tahun dan denda

paling banyak satu muliar dua ratus juta rupiah.

. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Implementasi Pasal 84 Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 2004 Tentang Perikanan Di Sekaran Lamongan

Dalam al-Qur’an telah dijelaskan tentang larangan berbuat kerusakan
karena dapat menimbulkan berbagai macam masalah yang tercantum dalam
beberapa surat. Agama Islam merupakan agama yang cinta damai oleh
karena itu dilarang melakukan kerusakan karena akan mengganggu
keseimbangan bagi manusia dan makluk lainnya. Banyak dari kegiatan
manusia yang menyebabkan adanya kerusakan lingkungan, mereka tidak bisa
melakukan pemanfaatan dengan sebaiknya agar tidak terjadinya kerusakan.

Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT selalu mempunyai

fungsi dan manfaat masing-masing. Dengan adanya kerusakan yang
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disebabkan oleh ulah tangan manusia dan bencana alam dapat menyebabkan
terganggunya keseimbangan alam sekitar, karena senyatanya semua yang
diciptakan Allah SWT selalu memiki keterkaitan. Ketika kerusakan terjadi
secara terus menerus dapat mangancam keselamatan semua makluk dan
keseimbangan akan terganggu.

Kerusakan yang dilakukan oleh manusia banyak menimbulkan
kerugian bagi makluk sekitarnya, manusia yang melanggar perintah Allah
SWT dapat membuat kesombongan yaitu melakukan segala hal dengan
sewenang-wenang tanpa memikirkan akibat yang akan dialami mereka
ketika kerusakan itu tidak dapat diperbaiki. Kegiatan manusia merupakan
tindakan yang berpotensi terjadinya sebuah kerusakan dimuka bumi karena
mereka tidak dapat mengkontrol dan menyebabkan kerusakan bagi alam.

Selain itu, dalam al-Qur’an juga menyebutkan bahwa ketika
seseorang melakukan kerusakan merupakan orang yang munafik. Mereka
tidak mengakui bahwa melakukan kerusakan akan tetapi malah berkata telah
memperbaikinya. Padahal tanpa disadari manusia faktor utama terjadinya
kerusakan adalah kegiatan manusia yang tidak terkontrol. Dalam surat Hud

ayat 85 :
aoje:// o8 T~ £ . G c}/o:// E o L Tee S TS a,)ag o L
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Dan Syu’aib berkata : “hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan
dengan adil dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak
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mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan
membuat kerusakan. (QS. Hud : 85)108

Melakukan kerusakan di muka bumi merupakan kejahatan yang
dilakukan manusia. Oleh karena itu, jelas dalam agama Islam dilarang
melakukan kerusakan terhadap apapun itu tidak terkecuali. Karena
kerusakan yang akan terjadi dapat mengganggu kemaslahatan makluk di
bumi. Telah dijelaskan juga bahaya yang akan ditimbulkan karena terjadi
kerusakan lingkungan.

Dalam agama Islam telah dijelaskan bahwa sesuatu yang lebih
banyak madharatnya merupakan sesuatu yang dilarang dan diharamkan
untuk dilakukan. Oleh karena itu, seharusnya manusia melakukan tindakan
yang tidak menyebabkan rusaknya maqgasid asy-syar’ah yaitu dengan
menjaga lima aspek penting. Dengan menjaga aspek tersebut akan
terciptanya keseimbangan dalam sebuah kehidupan dan dapat menghindar
dari kerusakan.

Ketika manusia tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya maka
mereka cenderung melakukan tindakan melampaui batas dan bersifat serakah
yang menyebabkan kerusakan akan terus terjadi, Allah SWT sangat
membenci manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi. Karena
kerusakan akan menimbulkan berbagai masalah dan bahaya yang besar.
Ketika masyarakat sekitar tidak menyadari akan bahaya yang disebabkan
dapat menimbulkan spekulasi akan tindakan yang diperbolehkan karena

tidak adanya tindakan serius dari lingkungan sekitar.

18 DEPAG, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta : CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 231.
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Senyatanya tindakan ini tidak hanya menimbulkan kerusakan pada
lingkungan tetapi juga membahayakan bagi pengguna. Dalam Islam telah
dijelaskan tentang maqgasid asy-syar’ah, bahwa ketika kerusakan itu terjadi
tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan tetapi juga lima aspek
penting dalam syariat Islam. Kerusakan yang akan ditimbulkan dapat
merusak segalanya karena semua yang diciptakan-Nya memiliki keterkaitan.

Tindakan yang dilakukan oleh beberapa warga desa Latek sangat
berbahaya untuk keberlangsungan maqgasid asy-syari’ah, karena ketika
mereka terkena aliran listrik dapat menyebabkan kematian. Tindakan
tersebut dapat merusak salah satu aspek penting dalam syariat Islam,
menandakan bahwa tindakan itu tidak seharusnya dilakukan. Oleh karena itu
dalam ayat diatas menyebutkan bahwa seseorang yang melakukan kerusakan
merupakan tindakan kejahatan.

Dengan banyaknya ayat yang membahas tentang kerusakan yang
ditimbulkan dari kegiatan manusia dan akibat yang akan dirasakan
membuktikan bahwa sangat penting dalam menjaga lingkungan sekitar.
Karena ketika manusia lalai dalam menjaganya akan menimbulkan banyak
masalah dan dapat menyebabkan terjadinya bencana alam. Kesadaran dari
pemerintahan dan masyarakat sekitar sangat dibutuhkan untuk mencegah
terjadinya kerusakan tersebut.

Kerusakan yang dilakukan manusia merupakan suatu kejahatan
karena tidak menjaga alam dan sekitarnya. Tindakan tersebut merupakan

pelanggaran terhadap kemaslahatan umum, kerusakan dapat menimbulkan
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munculnya berbagai masalah serta dapat mengakibatkan bahaya bagi seluruh
makhluk yang ada di muka bumi. Oleh karena itu, agama Islam sangat
melarang tindakan yang menimbulkan kerusakan dan mengganggu
kemaslahatan umum.

Tindakan yang terus terjadi dan menyebabkan kerusakan
membuktikan bahwa masyarakat belum bisa menanggulangi padahal dalam
al-Qur’an telah dijelaskan larangan berbuat kerusakan serta konservasi dan
restorasi lingkungan. Ketika suatu masyarakat dapat menerapkan al-Qur’an
dalam kehidupan sehari-hari maka kerusakan dapat terminimaisir terjadi
karena mereka tahu akibat yang akan ditimbulkan.

Dalam al-Qur’an juga telah dijelaskan akan adanya hukuman bagi
pelaku kerusakan yang telah ditentukan oleh orang yang berwenang sesuai
dengan jenis dan tindakan yang telah dilakukan. Ketika masyarakat
melakukan kerusakan yang berdampak kecil bagi masyarakat maka dapat
dikenai ta’zir, sedangkan jika masyarakat yang melakukan kerusakan
berakibat besar pada kehidupan masyarakat lain dapat dikenai hukuman
yang paling berat yaitu dapat dibunuh.

Tindakan yang dilakukan oleh warga desa Latek Sekaran Lamongan
dapat dikenai hukuman #a’zir karena kerusakan yang disebabkan tidak
berakibat besar bagi kehidupan masyarakat lainnya. Dengan banyaknya
larangan bahkan hukuman bagi pelaku kerusakan lingkungan, seharusnya

masyarakat lebih memperhatikan dan menjaga lingkungan sekitarnya.
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Tindakan masyarakat di desa Latek Sekaran Lamongan masuk dalam
kategori jarimah fa’zir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu, karena
menyakiti hewan dan akibat dari tindakan tersebut berdampak pada diri
sendiri. Jarimdah ta’zir merupakan hukuman yang ditentukan oleh khalifah
kepada pelaku kejahatan sesuai jenis dan tindakan yang dilakukan. Dalam
hal ini khalifah mengikuti peraturan yang telah ditentukan oleh

pemerintahan yaitu sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam skripsi ini, maka dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut :

1.

Penerapan pasal 84 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan di desa
Latek Sekaran Lamongan tidak berjalan maksimal karena masih banyak
warga yang melakukan tindakan 7//egal fishing dengan cara mengambil
ikan dengan alat setrum. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yang
menyebabkan yaitu faktor kurangnya pengetahuan masyarakat, faktor
ekonomi dan faktor pendidikan. Tindakan yang dilakukan masyarakat
desa Latek Sekaran lamongan merupakan pelanggaran pada pasal 84 dan
sesuai dengan pasal tersebut pelaku dapat dikenai hukuman pidana
penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak satu muliar dua

ratus juta rupiah.

2. Dalam hukum pidana Islam tindakan tersebut melanggar karena

menyebabkan kerusakan lingkungan dan maqgasid asy-syarn’ah. Tindakan
tersebut seharusnya masuk dalam jarimah hirabah, tetapi karena
objeknya tidak tetap status kepemilikannya maka masuk dalam jarimah

ta’zir. Hukumannya ditentukan oleh khalifah sesuai dengan jenis dan
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tindakan kejahatan yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang
berlaku dalam suatu negara.
B. Saran
Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian di lapangan maka penulis
bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan bemanfaat bagi
lembaga maupun bagi peneliti yang selanjutnya, yaitu sebagai berikut :
1. Bagi Pihak Desa
Seperti yang telah dijelaskan bahwa tidak terlaksananya suatu
peraturan memiliki berbagai faktor tertentu salah satunya adalah
kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat sekitar. Secara khusus
pemerintahan desa harus lebih meningkatkan pemberian sosialisasi bagi
warga agar mereka mengerti.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Adapun beberapa saran bagi peneliti selanjutnya yaitu diharapkan
untuk mengkaji lebih banyak sumber dan mempersiapkan diri dalam
proses pengambilan data sehingga penelitian dapat terlaksana dengan
baik. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih banyak mengumpulkan data

wawancara dari pihak yang kompeten.
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